KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
! I JAWA TENGAH
NGMOR 1766 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH [BTIDATYAH NUR HIDAYAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalgm rangka pelaksannan ketentusn Pasal B wyii (2
i Hmmﬂ Agama Nomor 99 Tabun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu membertkan (zirn
operasional terhadap Madrasali Swasta df lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b bahwa dulam rangke meningkatkan akses pendidiknn magrasan
yang bermutu, perln memberikan kesempatan maosyarakat melalul
organisast berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikarn;

¢ bahwa Madrasah yang tercantum dalam Limpiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang teinh ditetapkan;

d. bahwa berdasarikan pertimbangan scbagaimana dimaksud dulam
huruf a, b dan ¢ di atns, perlu menetapkan Keputusan Keopala
Kantor Wilayah Kementeripn Agama Provinsi Jawa Teagah tentang
Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidalyah fug
Hidayah Kubupaten Klaten.

l. Undang-Undang Nomor 20 Tubhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Wdonssiz
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru den Dosen
{Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4530),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebugalmana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomer 13 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas
Peraturan &mnrluuh Nomor I9 Tahun 2005 tentang Soandsr
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiile Indonesia Tahun
2013 Nomer 7!, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5670);
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5, m 3ru:
Belpjar | e7intal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wil
delajar Pendidijan, o W
Tahun 2008 D;El‘l'_rﬂ-ﬂmhumn Negura Repubiik Indonesin
mm m”h'i- Ambahan Lembaran Negara Republik
Pendidikan {Lem tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaen
Nomor ¢ baran Negura Republtic Indonesia Tabun 20006
Hﬂhﬂr""ﬂ'ﬁ;lwﬂn Lembaran Negara Republik Indonesin
rinteh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Tambahan Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 194,
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 494 1);

s m Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengeiolann
In yelenggaraan Pendidiken (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubab
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenfang,
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tamoahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabwr 207
Etﬁﬂdﬂl‘ Serana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyal,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan )
Kabupaten/Kota sebagsimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
téntang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten /Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mesiar,
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684j;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian hgauiiia
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 851);

5.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nemor 1383) sebagaimana telah dinhakb
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahen Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarasn Pendidikan Madirasan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUBKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVING] JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NUR HIDAYAH KABUPATEN KLATEN.

Memberikun Izin Operasional Pendirian Madrasah kepads
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yans
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Keputusan ini
Setelah jangka wakiu 7 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

4. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepads
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memust paing
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanass
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarani
prasgrana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidil
dan tenaga kependidikan; dan/atan

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditas
sckolah /madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuai
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksu.
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenci seaio
pelayanen minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ata
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huru
b mendapat peringkst minimal C, maka izin operasion:
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku

Dalam bal perkembangan Madrasah schagaimana dimaksu
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standa
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan /st
hasil akreditasi sebugaimana dimaksud Diktum KEDUA hun
b tidek mendapat peringkat minimal C, maka izin operasion:
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
Pada {anggal 12 Juni 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH

_KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH




IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah M1 NUR HIDAYAH !
2 |Nomor Statistik Madrasah J:-i-ﬂaamumq
3 lAiamat Madrasah Miilir RT 03 RW 06
Desa / Kelurahan Lumbung Kerep
Kecamatan Wonosari
Kabupaten Klaten
: Provinsi Jawa Tengah
4 |Nama Organisasi Penyelenggara |[YAYASAN NUR HIDAYAH RIYASTUTI
5 |Akte Notaris wnﬂ No. 18 Emi Tri Estiningsih, SH Tamgos! 10
Penyelenggara November 2016 J
|
6 |Pengesahan Akte Notaris AHU-0043594.AH.01.04.Tahun 2016
Organisasi w Tanggal 17 November 2016

> KEPALA KANTOR WILAYAH
; ERIAN AGAMA
St JAWA TENGAH




